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KEPWTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 421.12 25 /Dikbnd/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTHOTA
UNTUK MENDIRIXAN SEKOLAH MENENGAI KEJURUAN DI KECAMATAN CIREUNGHAS
[CAGUPATEN SUKABUMI TAHUN‘PELAJARAN 2007/2008

BUPATI SUKABUMI -

Membaca - Sural permohonan Ketua Yayasan PENDIDIKAN ISLAM AL MUSTIHOFA Nomor
075/¢PI-» MU/PER/TP/105/05-2007, tanggal 27 Juni 2007.

Menimbang a. cahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluares -
b. Luhwa dalamn rangke meningkatkan partisipasi masyarakat untul menyelenpgarakan
perdidikan, Yayasan PENDIDIIKAN ISLAM AL MUSTHOFA yang beralomat di Ji.
Rayx  Gandzsoli, K. Sempur, Desa Cipurut, Iecamatin Cireunglias,
zat/Kabupaten Sukabumi, Propinsi -Jawa Barat bermaksud untuk mendirkan
SENXOLAH MENENGAH KEJURUAN Progrant Keahlian TEKNOLGGI
JARINGAN KOMPUTER di Kecamatan CIREUNGHAS Kabupaten Sukabumj
Talur Pelajaran 2007/2008:
¢. bahwa semua nersyaratan pendirian can peml:ukaan sekolah olel yayasan sebagairaana
cimalsud pada huruf ”b” telah dipenuhi ; -
d. bahwa oerdasurkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan 2, meka
S uutuh - pemnbinaan kegiatan pendidikan dj lingkungan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabuputer Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama Bupati Sukabumi
E=pala Dinas Perdidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi menslapkan
keputusan tentang  pemberidu ljin Operasional kepada ‘Yayasan PENDIDIKAN
ISLAM AL  MUSTHOFA untuk mendirikan  SEKOLAH MENENGAH
KIEJURUAN Prograra Keahlian TEXKNOLOGI JARINGAN KOMPUTER dengan
lema SMIC AL MUSTHCFEA beralamat di JI. Raya Gandasoli, Kp. Sempur Desa /
Izelmahan Cipurut Kecamotan CIREUNGHAS Kabupaten Sukabumi Propirs! Jawa
Ba.at pada Tahun Pelajaran 2007/20€8,

Mengingat el Undang-Undang Repubilik Indonesin Nemor 4 Tahun 195C tentang Pembenukan
Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 4awa Barat (Berita Negara Reoublik
Ircuresia fanggul S Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Noror 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas -

Undeng-Tudang "Nemor 8 Tahun 1974 tentang  Pokok-pokok Kepagawaian

(I.emoarcan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembarar

Negara Nomor 3041):

3. UnZang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negura (Lembavan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahai
Zembaran Negara Nomor 42806);

4. Unaang-Undang Republik Indonesiz Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Yendidikaa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomo. 78,
Taubahan Lerabaran Negara Nomor 4301);

5. Undeng-Undang Pepublik Indonesia Nomor 1 Talun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lexbaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);
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